BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

HIBAH SOSIAL

@ PROVINSI JAWA TENGAH

PENGELOLAAN
KEMASYARAKATAN

Rekomendasi

Persyaratan: Berita
acara kajian

Output:
Rekomendasi

“_“I"-"embuhasan &
penetapan APBD

Persyaratan: KUA/PPAS
Output:
Penetapan APBD

Monitoring &
pelaporan

Persyaratan: daftar
penerima hibah

Output : laporan
monitoring

Dasar Hukum

Kajian
Persyaratan: hasil
verifikasi terbatas

Output : Berita acara

Verifikasi
faktual
Persyaratan: DPA/SKPD
Output:

SK kepala badan

tentang penerimaan
hibah

Inventarisasi
LPJ
Persyaratan: LP) hibah
/4 Output : database LP)

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APED

Provinsi Jawa Tengah

NGOPENI.
NGLAKONI.

JAT%

Pengajuan
Proposal

Cek administrasi 1 hari
cek lapangan 1 minggu

Tidak memenuhi
syarat

v Verifikasi

Terbatas

Persyaratan: proposal
Output : Database
verifikasi dan
ETED

Sosialisasi

penggunaan
dana hibah

Persyaratan: calon penerima
hibah

Output:
Surat pemberitahuan

Proses
pemberkasan

Persyaratan: dokumen
persyaratan pencairan
EL R

Output : pencairan
dana hibah



